
BUPATI KATI N G A. N 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
PERATURAN BUPATI KATINGAN 

NOMOR 72 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI KATI N G AN NOMOR 47 TAHUN 
2019 TENTANG PENJABARAN BERUBAH ‘J' •’ .2 'O’ i uu 1 .'APATAH BAN

B E LA N ,.J A D A E R A H T A H u N mu-G »K A N 1' L j •'

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang: bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 47 Tahun 2019
tentang Penajabran Perubahan Anggaran Pendapatan dan. 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. perlu adanya beberapa
npnvpsim isn. sphinnpnn rsprln fhlflkuk.ari r>priih«harr

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan. Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Larnandaii. Kabupaten Gunung Mas, 
K anu paten Pulang Pisau. Kabupaten Murung Raya dan 
k n Lu paten Banto Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah 
i lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2002 Nomor 
i L Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4 I ;.

2. Undang.Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 centang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 43 55);

4. Lhidajig-Uiiutiiig Nomor 13 ‘i. aiiun 2004 tentang
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungj a wab Keuangan 
Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4938);



7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2009 tentang Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
i ndnnpsia Tahim 9009 Mnrnnr 185 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5074):

9. Undang-Undang 'Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor i 18., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 41 38):

1L Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Tfihnn 9001 Nrinio1’ 1 19 Tambahan Lem hsran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 1375 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575;;

13, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor .140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 457 8;;

i 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan ; ar hmer-a Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara FmpjbDk Indonesia Tahun 2006 Nomor
25. Tambahan lemtmrna he-ara 3. r publik Indonesia Nomor 
461.4);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan
mmpinnn cinn anggota I ,vati Perwakilan Rakyat Oflerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah. Nomor 56 Tahun 
2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2010 Nomor 
1 10. Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 
5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tabun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia. Nomor LlTo);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20'! 1 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara. 
Republik Indonesia Nomor 82 Ibu

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nnmor 
527H:

20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Muiimai (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178)

23. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang
^ 1 m -u y i o  w o  -p r layu H m a r i  pm-yp rarh m r m Th Pb s v  f i t  lua b am p

Pemerintah Daerah untuk Ramuan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pasca Bencana.

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 20!7(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2017 Nomor 194:

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenartgan Pemerintah 
Kabupaten Katingan (I .embaran Daerah Kabupaten Katingan 
Tahun 2008 Nomor 3);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
K e u a n g a n  D a e ra h ;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dari 
Belania Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belania Daerah (Berita Negara. Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);



29. Peraturan Menteri Kenangan Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

f ’i v !--> n -p {1 mTI P*^ ! \prr1 o  v  o  o  r -: N ' i o c r o r n l / o t  ri i k to li i e o K o - n

30, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum 
Tambahan 'Tahun 2019.

3 i . Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 2247 PMK.07’ /2017
tentang Hibah dan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 
Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan 
Renkonst.ru ksi Pasca Bencana.

32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakloia

33. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
jujgi K  t i n p r A y ;  f .j’ b h  rn c/o -m c i o -m  H o  'r o  m l 'l o  n r o  'H k ’ o  K  * ! n c  k"-g f v n  cvo m

Tahun 2016 Nomor 65. Tambahan i.err;lwran Daerah 
Kabupaten Katingan Nomor 35):

34. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
U ’l  r i  H d!!*- 1 kk-jiD sO )s n ^ r n h p r o n  L '0 'C,-"Q ^  i p a l ' p n  k a lp n o m n

Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Katingan Nomor 58).

35. Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2017 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemeraman Kabupaten Katingan ’ReH^a Daerah KnbopM^o 
Katingan Tahun 201 7 Nomor 396);

36. Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 
2017 tetang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 52 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan ( Berita Daerah 
Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 435),

37. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-448/MK.7/2019 tentang 
Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program 
Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 
Bencana Tahun Anggaran 2019:

38. Surat Menteri Keuangan Nomor S-593/PK/2019 tentang 
Penyam paian  Naskah Perjan jian Hibah Daerah Rehabilitasi 
dan Rekanatn  • Lsi Pasra R en ra n p . Tahun  Anp^arari 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 47 TAHUN 
2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2019,.

Pasal i
Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kaiiiigan Nomor 47 Tahun 2019 remang 
paniobarnn Perubah&r, Anggaran Dnidapatan dan Belanja Daerah Tahun 

20:9 ;Berita Daerah Kabuoaien Naungan Tarmu 2019 Nomo/ 514; 
diubah sebagai berikut ~



1. Ketentuan pada Bab II Pasal 2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan

2.

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 61.562.045.450,20
b. Dana Perimbangan Rp. 976.203.655.124,00
c. Lain-lain Pendapatan Rp. 218.984.258.000,00
d. Jumlah Pendapatan Rp. 1.256.749.958.574,20

Belanja
Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 443.910.030.492,38
2) Belanja Bunga Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi Rp. 1.350.000.000,00
4) Belanja Hibah Rp. 23.226.400.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 31.755.751.344,61
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 1.724.542.491,43
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 225.642.999.140,00
8) Belanja Tidak Terduga REi. 1.000.000.000,00

Rp. 728.609.723.468,42

Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai Rp. 55.088.059.540,00
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 313.422.851.174,49
3. Belanja Modal Rp. 254.339.984.497,14

Rp. 622.850.895.211,63
Jumlah Belanja Rp. 1.351.460.618.680,05
Surplus/(Defisit Rp. (94.710.660.105,85)

Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 96.710.660.105,85
b. Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp^ 94.710.660.105,85
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Katingan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Katingan.

Ditetapkan di Kasongan 
Pada tanggal, 31 Desember 2019

BUPATI KATINGAN,

Diundangkan di Kasongan 
Pada tanggap Si Desember 2019 

DAERAH 
JGAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 539


